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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 25 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENGHASILAN PEJABAT FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN 

DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL,  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil 
yang menduduki Jabatan Fungsional hasil penyetaraan 

jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka sesuai 
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor : 

B/653/M.SM.02.03/2021 tanggal 23 Desember 2021 Hal 

TindakLanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional, perlu mengatur Penghasilan Pejabat 

Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan Dalam Rangka 
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penghasilan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan 
Jabatan Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir denganUndang–Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);  

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 43); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pagawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  6477); 

    9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

  10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor 8 Tahun  

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 219); 

  11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2021 Nomor 104); 

    

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEJABAT 

FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN DALAM 

RANGKA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

5. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil  Negara 
yang menduduki Jabatan Administrasi pada  instansi 
pemerintah. 
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6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara  
yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 
pemerintah. 

8. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan 

adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada  
Jabatan Fungsional yang setara. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD  adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

 

BAB III 

PENGHASILAN PEJABAT FUNGSIONAL 

HASIL PENYETARAAN JABATAN 
 

Pasal 2 

 

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional hasil 

Penyetaraan Jabatan diberikan penghasilan sesuai dengan 

penghasilan dalam Jabatan Administrasi sebelumnya 
sampai dengan berakhirnya Jabatan Fungsional hasil 

Penyetaraan Jabatan karena adanya perpindahan jabatan 
atau kenaikan jenjang jabatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan dalam hal ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

BAB IV 

TUNJANGAN PEJABAT FUNGSIONAL 
 

Pasal 3 
 

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional hasil 

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai 

dengan besaran tunjangan jabatan yang diterima dalam 
Jabatan Administrasi sebelumnya. 

(2) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan setiap bulan. 
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Pasal 4 

 

(1) Tunjangan jabatan fungsional PNS yang menduduki 
Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan 

dianggarkan dalam DPA SKPD dengan kode rekening 

tunjangan jabatan fungsional. 
(2) Dalam hal tunjangan jabatan fungsional PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan 

Jabatan dianggarkan dalam DPA SKPD dengan kode 
rekening tunjangan struktural, maka kode rekening 

tunjangan sturuktural dimaksud dimaknai sebagai 

rekening tunjangan fungsional. 

 
Pasal 5 

 

Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional hasil  Penyetaraan Jabatan, 
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi PNS 

yang bersangkutan sejak menduduki Jabatan Fungsional. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 18 April 2022 
 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 
 

DICO M GANINDUTO 

 
Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 18 April 2022 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

SUGIONO 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 25 


